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c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank
vang sehat;

d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh OJK.

(3) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu’amalah dan pengetahuan
dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

(4) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit/ pembiayaan macet;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam

waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Fungsi DPS
Pasal 90
(1) Tugas DPS antara lain meliputi:

a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT BPRS Kota
Mojokerto (Perseroda) terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional (DSN);

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnyva
sctiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional
(DSN) dan OJK;

c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang
dikeluarkan PT BPRS Kota Mojokerto (Perserodal;

d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT
BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) sccara keseluruhan dalam laporan
publikasi PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);

e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPRS Kota
Mojokerto (Perseroda) untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah
Nasional (DSN); dan

f. bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan
kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam
pembahasan komite pembiayaan.

g. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS;

h. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja
di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPS

bertanggung jawab kepada Dewan Svariah Nasional.
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(3) Pertanggungjawaban DPS dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh

Ketua DPS.

Pasal 91

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 DPS memiliki
wewenang:

4.

melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPRS
Kota Mojokerto (Perseroda) agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip

Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;

. pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengandung pengertian pengawasan dan

pembinaan terhadap kegiatan operasional PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);

. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke

dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT BPRS Kota
Mojokerto (Perseroda);

pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan
Syariah;

. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentu

meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda);
pengawasan oleh DPS dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah

ditetapkan.

Pasal 92

Dalam menjalankan tugas dan wewenang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 90

dan Pasal 91 DPS mempunyai fungsi:

d.

pemberian nasechat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek Syariah;

mediator antara PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dan Dewan Syariah
Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;

pengembangan produk jasa dari PT BPR Syariah yang memerlukan kegiatan

fatwa dari Dewan Syariah Nasional;

. perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PT BPRS Kota

Mojokerto (Perseroda);

pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPRS
Kota Mojokerto (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT
BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

Bagian Ketiga
Jumlah Anggota DPS
Pasal 93

(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)

orang.
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(2) Anggota DPS PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) hanya dapat merangkap
jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan
syariah.

(3) Satu anggota DPS PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) dapat merangkap
jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).

(4) Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT BPRS Kota Mojokerto

(Perserodal).

Bagian Keempat
Pengangkatan Anggota DPS
Pasal 94

(1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan
Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat
diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

(2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota DPS dilantik dan diambil sumpah
jabatannya.

(3) Pengangkatan Anggota DPS PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) harus
dilaporkan kepada OJK setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
ditetapkan.

Bagian Kelima
Pembagian Tugas DPS
Pasal 95
(1) Ketua DPS mempunyai tugas:
a. memimpin semua kegiatan anggota DPS;
b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh RUPS;
c. memimpin Rapat DPS;
d. menetapkan pembagian tugas para anggota DPS.
(2) Anggota DPS mempunyai tugas:
a. membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan
yang telah ditetapkan oleh Ketua DPS;

b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS.

Bagian Keenam
Rapat DPS
Pasal 96
(1) Untuk menyelenggarakan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 95, DPS sewaktu-waktu dapat
mengadakan rapat atas permintaan Ketua DPS dan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 (tiga) bulan.
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(2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPS dan/atau
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua DPS..

(3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

(4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat
(3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling
banvak 2 (dua) kali.

(6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua DPS
setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Bagian Ketujuh
Laporan DPS
Pasal 97

DPS harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional
tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
yaitu:

a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember;

b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir

bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan dan Penghargaan DPS
Pasal 98

(1) Ketua dan Anggota DPS karena jabatannya diberikan honorarium yang
besarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

(2) Honorarium DPS berasal dari PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) yang
dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS.

(3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota DPS mendapat uang jasa
pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah
diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata
vang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan
honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bagi Ketua dan anggota DPS yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa
jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat
menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa
pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi
dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan
PT BPRS Kota Mojokerto (Perseroda).

(5) Ketua dan anggota DPS mendapat pembagian jasa produksi sesual dengan

perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Bagian Kesembilan
Pemberhentian Anggota DPS
Pasal 99

(1) Anggota DPS berhenti, karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. mengundurkan diri;
¢. meninggal dunia.

(2) Anggota DPS dapat diberhentikan oleh RUPS, karena:

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan vang merugikan PT BPRS Kota Mojokerto (Persercdal;

¢. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan Kkepentingan
Pemerintah Kota atau Negara ;

d. sesuatu hal yang mecngakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya

secara wajar.

Pasal 100

(1) Anggota DPS yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 101 ayat (5) huruf b, huruf ¢ dan huruf d, diberhentikan sementara cleh
RUPS.

(2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis
pemberhentian sementara anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai alasan-alasannya.

Pasal 101

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah
melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota DPS untuk menetapkan apakah
yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS
belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat
diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.

(3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota DPS tidak hadir,

maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 102

(1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang
pemberhentiannya, anggota DPS yang diberhentikan dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada RUPS.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS
mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan
dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan scbagaimana dimaksud ayat (2), RUPS
belum mengambil keputusan terhadap permohonan Kkeberatan, maka

Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.




















































































